
4. Perawran Pemennlah Nome< 81 Tahun 2000 tentang 
Kenavigasian (Lembaran Negara Repubttk Indonesia T ahun 
2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara l'<ornor 
4001): 

3. Peraluran Pemennlah Nomor 52 lahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nornor 107. Tambahan Lembaran Negar. Nomor 
3980); 

2. Undang-Un<iang Nomor 36 lahun 1999 tentang 
Telekomund<as< (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, 
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3881); 

1. Undang-Undang Nornor 21 tahun 1992 tenlang Pelay aran 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3493); 

b. bahwa berdasal1<an pertimbangan hal tersebtJ1 huruf a, perlu 
mengatur telekomunikasl pelayaran dengan Peraturan 
Menteri, 

a. bahwa dalam Peraturan Pemenntah Nomor 81 Ta.hun 2000 
tentang Kenavigasian !elah diatur kelentuan mengenai 
telekomunikasi pelayaran: 

TELEKOMUNIKASI PELAYARAN 

OENGAN RAHMATl'UHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! PERHUBUNGAN, 

PERAl'URAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR :KM 6TAHUN 2005 

TENTANG 

Mengingat 

Menimbang 

M£NTEIU PERHUBUNCA.'i 
R&l'UllLIK INDONESIA 



1. Telekomunikasi Pelayatan adalah seliap pemaocaran, penglnma, atau 
penenmaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk :apapun 
melalui sistem kawat, optil<, radio atau sistem elektromagnehl< lainny, dalarn 
dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dan keselamatan pela, aran 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

SABI 

~ANG Menetapkao : PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN 
TELEKOMUNIKASI PElAYARAN 

MEMUTUSKAN: 

7. Keputusan bersama Menteti Perhubungan dan f'4enteri 
Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor l( M 244/ 
PT.307/ MPPT-85 Nomor KM. 99/HK/101/ MP PTT-85 
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Umum 
dalam Oinas Bergerak Pelayaran: 

8. Keputusan Manieri Pemubungan Nomor 24 Tahu-. 2001 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Oepartemen Perhubungan 
sebagaimana tetah diubah terakhir dengan KID utusan 
Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004; 

6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 t entang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, S usunan 
Orgarasasi dan Tata Ketja Departemen, sebaga,man .a lei ah 
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nornor 35 Tahun 
2004; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 t en!ang 
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik lrdonesla 
Tahun 2001 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4145); 

• 

• • 
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1 o. Direktur Jenderal adalah DireklUr Jenderal Perhubungan LauL 

9. Maritime Mobile Services Identity (MMSI) adalah ldentifil(asl dlnas b ergerak 
pelayaran. 

6. Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) adalah system 
marabahaya dan keselamatan pelayaran secara menyeluruh 

7. Stasiun bumi kapal adalah staslon buml kapal dalam dinas satet~ bergerak 
pelayaran yang ditempatkan dlatas kapal. 

6, Staslun kapal atau staslun radio kapal adalah staslun radio bergera•. dalam 
dlnas bergerak pelayaran yang ditempatkan dlalas kapal yang tidak tertambal 
secara tetap kecuali staslun sekoei penolong. 

5. Kuasa Perhitungan (Accounting Authority) adalah Sadan Hukum lndones I a yang 
bertanggung jawab untuk melakukan perhilUngan Jasa tetekomunlka si dan 
menyelesaikan pembayaran jasa telekomunikasi radio kapal taut sehu bungan 
dengan penggunaan fasili1as telekomunikasi untuk umum dalam dinas bergerak 
pelayaran dan/atau dinas bergerak salelil pelayaran baik naslonal maupun 
tnternaslonal 

2. Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran adalah kegiatan penyediaan dan 
pelayanan telekomunlkasi pelayaran yang me.liputi kegiatan perenc.anaan, 
pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengawasan se hingga 
memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi pelayaran dalarr dinas 
befgerak pelayaran. 

3. JaJingan komunikasi adalah komunikasi dari stasiun radio panlal ke s1as1un 
radio kapal atau sebaliknya dan komunlkasi antar kapal serta komunil.asi darl 
staslun radio pantal keinstansi yang lerkait. 

4. Olnas Bergerak Pelayaran adalah sualU dinas bergerak antara stasiun- staslun 
pantai dengan staslun-stasiun kapal alau antar stasiun-staslun kapal ata u antar 
slaslun-staslun komunikasi yang ada di atas kapal, sedangkan stasiur- stasiun 
sexoci penolong dan stasiun-stasiun rambu radio petunjuk posisi darura i dapat 
jugs mengambil bagian dalam dinas lni. 



a. jaga dengar marabahaya (Distress Alerting); 
b. komunikasl koordinasl pencarian dan pertolongan (Search and Aescue 

Coordinating Communication); 
c penentuan lokasi rnusibah (Locating); 
d penyebaran informasi keselamatan pelayaran (Promulgation at ~1 arltlme 

Safety Information); 
e. komunikasl radio umum (General Communication). 

Staslun radio pantal, staslun bumi pantai, staslun radio kapal dan stasia n bumi 
kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasat 2, melakukan kegiatan : 

Pasal4 

c. lokasi stasiun radio pantai sesuai kebutuhan cakupan. 

b. daerah cakupan merupakan kumpulan cakupan wilayah pancara n darl 
semua stasiun radio pantal Indonesia. sehlngga terpenuhi cakupan \ ,ilayah 
perairan Indonesia secara menyeluruh: 

a. peralatan yang dtgunakan untuk menyelenggarakan telekon unikasl 
pelayaran dan peralalan pendukung lainnya; 

Untuk tersetenggaranya telekomunikasi pelayaran secara optimal, Dlrektur J:, nderal 
menetapkan : 

Pasal 3 

Penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran dilakukan dengan mengg unakan 
sarana stasiun radio pantai dan/atau stasiun bumi pantal, staslun redo kapal 
dan/atau staslun bumi kapal, Jaringan telekomunikasi umum di darat dan sarana 
jaringan telekomunlkasl satel~ merupakan satu kesatuan Jaringan tetekon unikasi 
dalam dinas bergerak pelayaran. 

Pasal 2 

BAB II 

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI 
PElAYARAN 



(1) Pengoperaslan, dan pemeflharaan te!ekomunikas, pelayaran d1lakul ~n oleh 
petugas pelayanan telekomunikast petayaran yang memenuh, persyaro 1an 

Pasal 9 

(3) Hubungan radio antas kapal dapat d11akuksn secara langsung atau rnelalul 
staslun radio panta, 

(2) Pertukaran berlta untuk umum dapat d1takukan melalu, stas,un rad,:, pantal 
dan/atau staslun bumi panlal yang d•bul<a untuk korespoodensl umum 

(1) Hubungan radio dari kapal danlatau stasiun buml kapal ke d,r at dan 
sebaliknya dapat ddakukan melalui stasiun radlO pantal don/otau stasun bum, 
pantai 

Pnai8 

Stasiun rad,o panta, danlatau stas,un racbo kapal yang d1lengkap1 dengan re,ralatan 
GIOl>al Mar,time Distras and Safety System (GMDSS), harus memilik tondo 
panggltan (Call Sign) can Mamime Mol>lle SaMCes ldent1t1es (MMSI) 

Pasal 7 

Penyelenggarssn telekomun1kss1 petayaran untuk keglatan komun,kas urnum 
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4, hurul e dapat d,lakukan bekera same 
dengan Badan Hukum Indonesia 

a. pengadaan, 
b. pengoperasian; dan 
c, pemefihsraan 

(2) Penyelenggaraan telekomunikaso petayaran sebagaimana dimaksud d alam 
ayat (1) melipuh kegiatan : 

(1) Penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran sebagalmana dimaksud dalam 
Pasal 2 dllakukan o4eh Direktur Jenderal; 

Pasal 5 



• 

b. menginformasikan kepada P"JBbal yang belwenang tentan;:i benta 
yang akan membahayakan kese!amatan umum dan kesel amalan 
negara . 

a. sertifikat radJO elektronika kelas I (SRE 1). 
b. sertifikal radio efektronika kelas IJ (SRE II); 
c, sertlfikat operator umum (SOU). 
d. sertdikat operato< terbatas (SOT} 

Pasal 11 
(1) Penyefenggara dalam menye!engga,akan telekornunikas, pelayaran "'ajib 

a. menjaga kerahasiaan berila; 

(1) Pe,alatan stasiun radio kapal dan stasiun radio pantal dioperas1fan oleh 
petugas yang telah memiHki serofikal ope<ator radio GMDSS 

(2) Pengoperasian stasiun radio kapal sebagaimana ounaksud dalam ayat (1) 
dapat dilakukan oleh satu orang secara khusus atau dua orang mua i m yang 
telah memiliki settifikat operator radio GMDSS. 

(3) Senifika! operator radio GMDSS sebagainana dimaksud dalam ;a yat (1) 
meliputi ; 

Pasal 10 

a. sehat jasmani dan rohani; 
b. tidak buta warna; 
c. udak cacad pendengaran; 
d. tidak gagap; 
e. tidak takut ket,nggian; 
r. bebas narkot1ka dan obat tet1atar1g; 
g. mempunya, kemampuan leknis dan/atau mempunyai pendidi< an dan 

pelatihan di bidang kenavigasian: 

yang dibukbkan dengan surat keterangan dari dokter penguJi yang ditun1uk 
oleh DirektUr Jenderal. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimal<sud dalam ayal (1) meflputi hal-hal sebaga, 
berikut: 



• 

1) denah rencana lokasl, dlsertal posisl geografis; 
2) gambar rencana ,nslolasl ; 
3) speslfikasl teknls perangkat yang akan dlpasong , 
4) menggunakan lrekuensl yang diperuntukkan Olnes B ergerak 

Polayaran pada alokasl Band MF, HF, VHF; 
5) menggunokan emlsl pancaran; 
6) A1A untuk tetegrapl; 
7) J3E , G3E untuk lelephonl; 
6) F1 B untuk panggllan angka pilih; 
9) F1B,J2B untuk band semplVsibuk dan cetak langaung, 
10) stasiun radio pantal yang menggunakan daya pancer same 

dengan atau leblh besa, 1 KW antara pemancar dan penenma 
agar dlpisah dengan jarak minimal 5 KM. 

11) untuk staslun radio kapat dilengkapl Break and Relay, 
12) staslun radio kapal d,tempatkan di ruangan yang paling th ggl dan 

atau an1ungan, 
13) mempunyal catu daya tetap dan cadangan; 

b, teknls 1erdlt1 darl : 

1) akte pendlrlan perusahaan; 
2) Nomor Pokok Wa)lb Pajak (NPWP); 
3) sural keterangan domlsill perusahaen: 
4) dafla, tenaga operator radio yang akan mengol)!, raslkan 

d1tengkapl dengan serta sertlfikat yang dlmli1kl: 
5) lzln usaho pokok darl lnstansl 1er1<a11; 
6) surat keterangan lalk ope1c1sl dari Olrektur Jenderal P os don 

Tetekomunikasi, 

a. admlnlstrasl terdlrl darl : 

(1) Baden Hukum Indonesia yang akan melakukan ker)asama penyeleng garaan 
telekomunlkasl pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , harus 
memenuhl persyaratan : 

(2) Penyelenggara telekomunlkasl pelayaran dllarang memanfaatkan secora 
tldak sah lnformasi apapun yang dlterima. 

Pasat 12 
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Sadan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan telekomumkasr pe I ayaran 
bekerjasama der>gan Direklur Jenderai, wajib menyampaika.n laporan ceglatan 
operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal melalui D1strik <l avigasl 
setempat. 

Pasal 18 

Stas,un radio pantai yang diselenggarakan dengan bekerja sama antara Oirektur 
Jenderat dengan Sadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 6 berada 
dalam satu sistem telekomunikasi pelayaran. 

Pasal 14 

(2) Berdasarkan permohonan sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1), Direktur 
Jenderal melaksanakan survei lapangan terhadap kondlsl teknis pe ralatan 
yang dimllikl 

(3) Pemberian atau penolakan alas persetujuan ket]a sama penyelen.i garaan 
telekomunikasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. ci benkan 
oleh Direktur Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) ha ri ketja 
sejak survey selesai dilakukan. 

(1) Untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan telekomunikasl pe I ayaran 
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 6, Sadan Hukum lndonesra merg ajul<.an 
permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melen9kapi pem snuhan 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 12. 

Pasal 13 

14) dihindarkan darl bangunan yang beratap seng dan/atau se1ernsnya 
dengan radius minimum 500 meter dari ujung antena terluar, 

15) dihlndarkan bangunan daya listrik yang berubah-ubat aktbal 
penggunaan peralalan listrik; 

16) untuk stasiun radio pemancar dan stasiun radio penerim a yang 
terpisah dan menggunakan sarana penghubung dengan 
gelombang radio harus menghindari terhambatnya pa ncaran 
gelombang radio. 



e. buku petunjuk yang digunakan untuk dlnas bergerak pelayaran da, dlnas 
bergerak satellt pelayara.n (Manual for use by Tile Maritime Mobile and , 1aritime 
Mobile Satelitte Services). 

d, daftar narna pangglian dan nomor identitas (list of call sign and nJ merical 
identities (list VIIA}} : 

c. daftar stasiun radio dengan jasa pelayanan khusus (fist of radio deterininatlon 
anci special service stations {list VI)); 

Untuk kepenllngan kelancaran dalam pelayanan telekomunikasi pel ayaran, 
penyetenggara telekomunlkasl pelayaran harus memiliki dol<umen pEI ayanan 
(services aocument) yang terdiri dari : 

a. daftar stasiun radio pantai (list of coast stations (llst IV)). 

b. daf!ar staslun radio kapal {list of ship stations (list V)); 

Pasal 20 

c. fotokopi peljanjian kontrak sebagai salah saiu anggota AAIC (Ace ounting 
Authority Identities Code); 

d. buku petunjuk perangkat GMDSS. 

b. lzin stasiun radio pantai dan/atau stasiun radio kapaJ; 

a. salinan kerja sama penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran; 

( 1) Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan telekornunikasl pe I ayaran 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6, menggunakan staslun radio pantai 
dan/atau stasiun radio kapal dibefikan tanda panggilan (Call Sign) dan 
Maritime Mobile Service Identities (MMSI) oleh Dlrektur Jenderal. 

(2) Untuk rnendapatkan tanda panggilan (Call Sign) dan Maritime Mobile Service 
Identities (MMSI) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Hukum 
Indonesia mengajukan pe,mohonan kepada Direktor Jenderal, dengan 
melampirl<an: 

Pasal19 



1) pelayanan komunikasi berkenaan dengan pekerjaan dinas 
telekomunikasi atau komunikasi-komunikasl yang dipenu karkan 
sebelumnya: 

2) komunikasi Pemerintah selaln yang dlsebut pada huruf h, korrunikasi 
komunikasi non pemerintah, telegram radio mengenai orang-ora-1..-;J yang 
dilindungi diwaktu perang (RCT), dan telegram radio pers (Presse 

a. panggilan marabahaya, berita marabahaya dan lalu llntas mara bahaya 
(Mayday); 

b. komunikasi yang dldahului dengan tanda segera (PAN-PAN); 
c. komunikasi yang didahulul dengan tanda Keselamatan (Securfte); 
d. komunikasi berkenaan dengan radio pencari arah; 
e. komunikasi berkenaan dengan navigasi, gerakan aman pesawat ud•r a yang 

terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan (SAR), 
I. komunikasi berkenaan dengan navigasi, gerakan dan keperluan k,pal dan 

pesawat udara serta berita-berita pengamatan cuaca yang dipers,apk an bagl 
suatu dinas meteorologi resmi; 

g. telegram radio yang berkenaan dengan piagam Perserll<atan 3 angsa 
Bangsa (Etat Priorite Nations); 

h. telegram radio Pemerintah deogan priorilas dan percakapan Peon erlntah 
yang didahulul priontas (Elat Priorile). 
berita korespodensi umum yang melipuU : 

(3) Penyiaran berita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan a,, at (2), 
dilaksanakan sesuai urutan priorllas sebagal berikut : 

(2) Penyelenggara telekomunlkasl pelayaran dapat menyiarkan berita selain 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa berita korespondensi urn um. 

(1) Penyelenggara telekomunikasl pelayaran wajib menyiarkan berita 
marabahaya, meleorologi dan siaran landa waktu standar. 

Pasal 21 

PELAYANAN TELEKOMUNIKASI BERITA MARABAHAYA, 
METEOROLOGI DAN SIARAN TANDA 

WAKTU STANDAR 

BAB Ill 



f) berita tentang sarana bantu navlgasi pelayaran dibang_ n atau 
dipasang, hilang, bergeser dan posisi yang ditentukan. pada m atau 
mengalaml ke1ainan; 

e} berita tentang adanya kerangka kapal dan/atau benda-be, da lain 
danlatau kegiatan tertentu yang membahayakan kesElamatan 
berlayar, 

d) bertta tentang pencemaran pe,airan; 

c) berlta tentang angln ribut, badai, topan, gelombang laul ya• ;;i besar 
dan bencana alam lainnya. 

b) berita tentang pelayanan advrs medrs; 

a} berita tentang orang Jatuh di taut: 

4) berita keselamatan berlayar yang meliputi : 

2) berita dalam usaha pencarian dan pertolongan: 

3) berlla penting tentang epideml dari organisasl kesehatan duma (.'VHO) 
termasuk wabah menular. 

b. marabahaya dan berita keselamatan pelayaran : 

1) berita tentang adanya keoelakaan kapal yang memertukan perto,::,ngan 
segera: 

(3) Stasiun radio pantai danlatau stasiun bumi pantai, harus menytarkan be rita · 

(2) Stasiun radio kapal danlatau stasiun bumi kapa1, stasiun radio pamai d an/atau 
stasiun bumi pantai harus melaksanakan tugas Jaga dengar pada f- ekuensl 
marabahaya. 

(1) Berna marabahaya dalam dinas bergerak pelayaran disiarkan apabi a kapal 
dalam keadaan marabahaya dan benar-benar memerlukan per:olongan 
segera. 

Pasal 22 



• 

c. DSC - FIB/J2B 
218, 42075. 6312, 8414.5. 12577, 16805.5 KHZ dan 156.525 MHZ 
Jam Penyiaran : 0000 - 2400 

: 2182 KHZ, 6215 KHZ 
: menit ke 00 - 03 dan menit ke 30 • 33 
: 2182, 4125, 6215, 8291, 12290, 16420 KHZ 
; 156.800 MHZ 
; 0000-2400 

b. teleponi (J3E) 
jam penyiaran 
teleponi (J3E) 
teleponi (G3E) 
jam penyiaran 

: 500 KHZ 
: menit ke 15 - 18 dan menit ke 45-48 

a. telegrafi (A 1A) 
Jam penyiaran 

(i) Pelayanan penyiaran benta marabahaya mellputi Frekuensl penylaran :l an jam 
penyiaran marabahaya, keamanan dan keselamatan pelayaran. sebag aimana 
dimaksud datam Pasal 21 meliputi · 

Pasat24 

Nakhoda atau pemimpin kapal harus mehput berita marabahaya, berita Sefera dan 
berita keselamatan berlayar baik dari kapal disekitarnya maupun dari stasi.J n radio 
pantai dan/atau stasiun bumi pantai untuk tuJuan pencarian. penyelama an dan 
keselamatan berlayar. 

Pasal 23 

e. berita pelayanan pengaturan dan pengendalian kegiatan lalu lintai kapal 
untuk tujuan keamanan dan keselamaian berlayar. 

d. berita siaran tanda waktu standar. 

c. berita meteorologi; 

I) zona keamanan dan keselamatan. 

h) berita pelayanan lalu lintas kapal dikawasan tertentu; 

g) berita tentang daerah terlarang untuk latihan perang ata.., untuk 
kegiatan lain yang berkaitan dengan penggunaan fawasan 
pelayaran; 



(1) Pelayanan berita dalam dinas bergerak pelayaran dart kapal ke d.,.. at atau 
sebaliknya dan pelayanan beraa dari kapal ke kapal lain melalui stasl., n radio 
pantal atau slasiun bumi panlai dikenakan biaya pelayanan telekon unlkasl 
pelayaran. 

Pasal 26 

Untuk kelancaran pelayanan kapal dipelabuhan, Nakhoda atau pemimpn kapal 
harus menglrimkan telegram Nakhoda (master cable) melalui stasiun radb pantai 
dan setanjulnya diterus!ran kepada pejabat pemegang fungsi kesel amatan 
pelayaran. 

Pasal 25 

d. Jakarta radio pada frekuenst 518 Khz; 
jam penyiaran: 0040; 0440; 0840; 1240; 1640;2040 (UTC). 

c. Makassar radio pada frekuensl 518 Khz; 
jam penyiaran : 0030; 0430; 0830; 1230; 1630; 2030 (UTC); 

b, Ambon radio pada frekuensi 518 Khz; 
Jam penyiaran: 0010; 0410; 0810;1210; 1610; 2010 (UTC); 

(2) Stasiun radio pantal penyiar wajib metaksanakan tugas penyiaran berita 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Penyiaran berita-berita keselamatan (Navtex) dilakukan oieh staslLn radio 
pantal tertentu pada frekuensi dan jam sebagai betikul: 

a. Jayapura radio pada frekuensl 518 Khz; 
jam penyiaran: 0000; 0400; 0800; 1200; 1600; 2000 (LJTC); 

e. lnformasl Keselamatan Peiayaran (MSI) 
490, 518. 4209.5, 4210. 6314, 8416.5, 12579.0, 16806.5. 19680.5 22376, 
26100. 

d. N60P - F1B/J2B 
2174.5, 4177.5, 6268, 8376.5, 12520. 16695 KHZ. 
Jam Peny1aran : 0000 • 2400 



d. kapal yang terdaflar pada kuasa perhrtungan (accounting a, thonty) 
sekura"9"kurangnya 

c. memlbki tenaga ahl1 d• bldang rad,o e!ek1romka 

a ak\e Notaris pendman perusahaan; 

b. Nomor Pokok Wajib Paj3k; 

(1) Kuasa perhltungan sebagaimana dmaksud dalam Pasal 27 dapat d akukon 
oteh perusahaan angkutan laut atau Badan Hukum Indonesia lalnn, .a yong 
bidang usahanya befgerak d1 bo<lang pelayaran. 

(2) Kuasa perhitungan sebagalmana dimaksud dalam ayat (1), d1benkan zin oleh 
Olrektur Jendernl seteiah memenuhi persyaratan. 

(3) Persyaratan sebagaimana dmaksud dalam ayat (2) mel1putl · 

(1) Untuk pelayanan telekomunikasi pelayaran, setiap kapal yang dlengkapi 
dengan perangkal komunikasi radio dan metakukan korespondens, umum 
harus menunjuk kuasa perh.tungan 

(2) Setlap kapal berbendere Indonesia yang dllengkapl dengan per angkat 
komunlkasl radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). harus terdat ar pada 
kuasa perhltungan Indonesia 

(3) Perhltungan dan pembayaran b,aya pelayanan telel<omunlkasl pe I ayaran 
untuk umum dalam d,nas bergerak pelayaran dar1 kapal ke dtr at da11 
sebahknya, diseles81kan melalu, kuasa perhrtungan 

Pasal 28 

(2) Pelayanan telekomunikasi petayaran mengenai befila marabahaya benta 
segera dan berita keselamatan berlayar tidak d1kenakan biaya. 

(3) B,aya pelayanan telekomunikasl pelayaran sebaga1mana dimaksud dalam 
ayat (1) dikenakan biaya pelayanan temadap berita korespondensl umum 

Pasal 27 



3) setiap perubahan/penggantian tenaga ahli di bidang radio elt <.tronilla 
yang dimilikl. 

2) setiap terjadi penyelesaian perhitunqan jasa telekomunikat dalarn 
dinas bergerak pelayaran; 

1) setiap terjadi pendaftaran baru, pemlndahan, perubaha n atau 
penghapusan stasiun radio kapal dan/atau stasiun bumi kap~I dalam 
daftar tanggung jawabnya: 

b. menyelesaikan pembayaran jasa telekomu11ikasi pelayaran kepada 
pihak-plhak yang berhak balk dalam negeri maupun luar negen; 

c. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal ; 

a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketemuan di bidang 
pe1ayaran dan telekomunik.asi; 

(1) Perusahaan yang diberikan izin kuasa perhitungan dalam melaksanakan 
kegiatannya wajib ; 

Pasal 30 

(2) Direktur Jenderal menerbit1<an lzin kuasa perhitungan dalam jangk9 waktu 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja selelah permohonan diterim& secara 
lengkap. 

(1) Untuk mendapatkan izin melaksanakan kuasa perhitungan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 28 ayat (1). pemohon mengajukan perm ohonan 
kepada Direktur Jenderal dengan melengkapi pemenuhan pers ~aratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3). 

Pasal 29 

2) 10 unit kapal untuk Sadan Hukum lndones!a lalnnya 

(4) tzln kuasa perhitungan sebagalmana dimaksud dalam ayat (1). berial.u untuk 
Jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat dlperpanjang. 

1) 5 unit kapal untuk perusahaan angkutan laut; 



(1) Untuk memperoleh penetapan zona-zona keamanan dan keselamatan 
sebagaimana dunaksud dalam Pasal 30, penyelengga,a telekom unikasi 
pelayaran mengajukan pennohooan kepada Oirektur Jenderal di:engkapi 
dengan bukti pemenuhan persyaratan 

Pasal 32 

b wilayah dara1an yang ak:an diletapkan sebagal zona kearnanan dan 
keselamatan harus dibebaskan dari kepem~ikan pihak lain. 

(3) Persyaratan penetapan zooa-zona keamanan dan keselamatan 
sebagaimana dunaksud dalam ayat (2) melipuli : 

a. wilayah yang akan ditetapkan sebagai zona keamanan dan 
keselamalan tidak terdapat bangunan atau tumbuhan yang dapat 
mengganggu fungsi !elekomunikasi petayaran; 

(2) Penetapan zona-zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dirnaxsuo 
dalam ayat (1) ditakukan oleh Oirektur Jenderal seteJah memenuhi 
persyaratan. 

(1) Unluk menjarnin keamanan dan keselamatan telekomunikasi pel ayaran 
drtetapkan zona-zona keamanan dan keselamatan di sekitar instal asi dan 
bangunan telekomunikasi pelayaran 

Pasal 31 

ZONA KEAMANAN DAN KESEI.AMATAN 

BAB IV 

d. me!aporkan secara tertutis setiap 3 (t,ga) bulan sekali kepada Oirek1ur 
Jenderal yang meliputi : 

1) daftar nama kapal; 
2} tanda panggilanfldenlilil<aSI kapal; 
3) be<ldera/kebangsaan kapal, 
4) pembayaran <Ian hutang pilllang dalam dan luar negerl 



(1) Dilarang mendirikan bangunan dan/atau menanam pohon yang dapat 
mengganggu rungsi telekomunikasi pelayaran. 

(2) Dilarang merusak atau melakukan tindakan apapun yang mengakiba.Uan t,dak 
berfungsmya telekomunillasi pelayaran. 

(3) Dilarang mendirikan instalas! yang bettegangan tingg1 pada lokas l yang 
be<dekatan dengan telekomunil<aSt pelayaran. 

Pasal 35 

Zona keamanan dan keselamatan telekomurnl<asi pelayaran d,peruntukka, hanya 
bagi petugas kenavigasian dan sebagai batas pengamanan bagl konstruk si serta 
gangguan fungsi telekomunil<asl pelayaran. 

Pasal 34 

(3) Pemberian atau penolakan izin penggunaan zona keamana n dan 
keselarnatan sebagamana dirnaksud dalam ayat (1), diberikan se I ambat 
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan dnerima secara 
lengkap. 

(2) lzin penggunaan zona keamanan dan keselamatan sebaga,mana ci rnaksed 
dalam ayat (1), cfiajukan kepada Direl<1uf Jenderal drsertai alasan 
penggunaan zona keamanan dan kesetamatan untuk kepertuan lain. 

(1) Zona keamanan dan keselamatan digunakan untuk keperluan l•I n yang 
mendul<ung telekomunikasi pelayaran. harus mendapat izin Oirektur 
Jenderal. 

Pasal 33 

(2) Pemberian atau penolakan a1aS penetapan zona-zona keamaran dan 
keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan se lambat 
lambatnya 14 (empat betas) hari ketja setetah usulan cfrterima secara 
lengkap. 

(3) Penolakan permohonan disampaikan oleh Direktur Jenderal secara tertulis 
dengan disertai alasan penolakan yang jelas. 



Oirektur Jenderal melakukan pembKlaan dan pengawasan tekrus 1e rhadap 
pelaksanaan Peraturan Int 

Pasal 37 

KETENTUAN lAIN-lAIN 

BAB VI 

(1) Tlndakan yang dapat mengakibatkan ket\lsakan danlatau hambata n pada 
telekomunlkasl pelaya,an dikenakan sanksl sesual dengen pe raturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Tindakan yang dapat mengaklbatkan kerusakan dan/atau ha rnbatan 
sebaga,mana d1maksud dalam ayat (1) dapat berupa · 

a membangun dl dalam 2ona keamanan dan keselamatan toleko,n un,kasl 
pelayaran; 

b memasang menempatkan sesuatu pada telekomun,kasl pelayare, : 

c mengubah te4ekomunikasl pelayaran 

d merusak atau menghancu<kan atau menlmbulkan cacat teteko,n un1kas1 
pelayaran, 

e menlmbulkan gangguan pada pancaran dal\/atau pere rlmaan 
telekomunikas, pelayaran 

Pasal 36 

BABV 

KERUSAKAN DAN HAMBATAN 
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Pasal 38 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 


